
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 

NOMOR 7 TAHUN 2002 

TENTANG 

PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH  

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya 

Otonomi Daerah sesuai dengan Undang Undang 

Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah 

juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah 

Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk menggali 

dan mengembangkan sumber penerimaan 

pendapatan, khususnya Pajak Daerah ; 

b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu 

menetapkan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah 

dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pernbentukan Propinsi Jawa Tengah; 
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2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); 

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3262) sebagaimana tekah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3984); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang 

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran 

Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3684); 

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4048); 

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara 

Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3686); 

7. Undang-Lindang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
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1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3839); 

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat 

Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang 

Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 

Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3225); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pernerintah Dan Kewenangan Propinsi 

Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negam Tahun 

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3952 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 

tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4022); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 

118, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4138); 

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Teknis Penyusunan Peraturan Peru ndang-undangan 

Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan 

Peraturan Pernerintah Dan Rancangan Keputusan 

Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 
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14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pernerintah 

Propinsl Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran 

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9). 

 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROPINSI JAWA TENGAH 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 

TENTANG PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah; 

2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah; 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur 

beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif 

Daerah; 
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4. Pemerintahan Daerah adalah peyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 

asas Desentralisasi; 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan 

Legislatif Daerah; 

6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah; 

7. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat di dalam lapisan 

pengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul 

secara alamiah di atas permukaan tanah; 

8. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan Air 

Bawah Tanah yang dilakukan dengan berbagai cara untulk dimanfaatkan 

airnya dan atau tujuan lain; 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupalkan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 

yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, 

Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau 

Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan 

lainnya; 

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan / atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan / atau bukan 

Obyek Pajak, dan / atau harta dan kewajiban menurut peraturan 

perundang-undangan Perpajakan Daerah; 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak; 
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